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MOTTO 
 
 
1. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu 
dalam beberapa derajat (Terjemahan Q.S Al Mujadalah : 11) 
2. Rahasia terbesar dalam hidup adalah melewati hari dengan penuh makna, 
dengan kasih sayang, ilmu dan iman. Karena dengan kasih sayang hidup 
menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan iman hidup 
menjadi terarah. (Pesan Ibu) 
3. Banyak orang yang gagal karena tidak pernah memulai, tidak pernah mau 
mengatasi kesulitan, tidak pernah melangkah atau tidak pernah bercita-
cita. Bukankah perjalanan panjang sejauh 1000 Km dimulai dari satu 
langkah kaki?! (Story of life) 
4. Kunci Sukses itu, tujuan yang jelas, rencana yang tepat, batasan waktu 
yang tegas, siap action dan kerja keras. (Andrie Wongso) 
 
 
 
“Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kecemasan.  
Ada satau kata yang harus terus perlu dipelajari. Kata itu adalah Syukur. 
Kita hanya perlu menikmati hidup dan berfokus pada kebaikan, karena pikiran – 
pikiran negatif akan menjuruskan kerasa putus asa, sedangkan putus asa telah 
menghabiskan ruang bagi kebaikan. Sehingga akan jauh lebih produktif jika 
mengurangi kecemasan dengan berfikir positif yang membuka ruang bagi 
kreatifitas, produktifitas, cinta dan kebahagiaan.” 
 
(Najicha) 
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ABSTRAK 
 
 
Fatma Ulfatun Najicha, S311508007. Politik Hukum Perundang – 
Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di 
Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
Berkeadilan. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017. 
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dalam 
pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan 
pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan 
hidup yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal 
yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai 
melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data primer dan data 
sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap 
lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai 
suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara 
utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Politik hukum penguasaan 
dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, 
namun pengaturan pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan yang 
menghasilkan ketidakadilan. Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti 
yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Salah satu penyebab 
ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin 
tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu 
sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di 
kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat 
(overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan 
pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap 
terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang 
Mineral dan Batu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung kelestarian 
alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian 
pada UU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang 
selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme 
kebijakan pemerintah, dimana disatu sisi berupaya untuk melindungi kawasan 
hutan dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain 
membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Kebijakan 
atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian 
lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga 
Undang-undang diatas dalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri 
sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang sangat erat berhubungan 
dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu 
formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola 
kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan. 
 
Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan 
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ABSTRACT 
 
 
  Fatma Ulfatun Najicha, S311508007. Political Law Regulations - 
Invitation Forestry Mining Activities Permit In the Forest Zone Management 
Strategy Seen From Ecological Justice. Thesis: Master Program of Law, Faculty 
of Law, University of March Surakarta. Year 2017 
 
The objectives of this research are to investigate the legal politics in the 
formation of forestry legislation in licensing mining activities in forest areas in 
terms of environmental management strategy that is based on justice. This 
research is juridical doctrinal nature descriptive, with a qualitative approach. 
The method used by Approach legislation (statute approach) and the conceptual 
approach (conceptual approach). The collection of primary data and secondary 
data relating to the regulation of forest management in order to remain 
sustainable. The results showed that the first, Political interpreted as a policy of 
the government policy in forestry management as a whole can be categorized as 
forest politics. Political laws of occupation and use of natural resources has been 
regulated in the Constitution the Republic of Indonesia Year 1945, but the setting 
management of natural resources, particularly forests that produce injustice. 
Even away from the sense of justice as referred to in the preamble Homeland 
1945. One of the causes of injustice and abuse is the number of mining permits 
opening of forest destruction in violation of the principle of sustainability. Second, 
the law should be synergy policy in the licensing of mining activities in forest 
areas, the Act No. 41, 1999 is still there (overlapping) overlapping the utilization 
of forest between mining and forestry activities are still unresolved and still occur 
in some areas. Similarly, Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal are not yet 
fully support the preservation of the natural synergy remains legalize many 
dredging coal mines, then the Law 32 of 2009 requires the use of natural 
resources that is in harmony, and balanced with environmental functions. There is 
a duality of government policy, in which one side seeks to protect forest areas and 
establish rules to preserve it, but on the other hand opened up opportunities for 
the protected forest area exploited. Policy or program development must be 
animated by the obligation to make environmental preservation and realize the 
goal of sustainable development. Third Act Issuer within the framework of law 
should not stand alone because it is still in the realm of environmental laws that 
are closely related to the Forestry Law and the Environment. Hence the need for 
a policy formulation based Green Legislation overarching governance for 
sustainable forest and justice in a single Regulation. 
 
Keywords: Politics, Law, Management of Forests, Mines, Preservation, Justice 
 
 
 
